SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 119 TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

TENTANG PENGELOLAAN KENDARAAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a, bahwa setelah dilakukan evaluasi, perlu untuk memperluas tempat
pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas Pemerintah Provinsi
DKIi Jakarta, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020 teatang

Pengelolaan Kendaraan Dinas;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan



Menetapkan

S.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 zentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547),

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1Q76);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 119 TAHUN 2020 TENTANG PENGE_OLAAN
KENDARAAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya
disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan
perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus [bukota Jakarta.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarza yang
karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah
di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI
Jakarta.



5. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang
Milik Daerah, dalam hal ini adalah Kepala Badan Pengelolaan
Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Inspektorat adalah pengawas internal Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD
adalah Badan yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengelolaan
Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Ke-ja Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta.

9. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi
DKl Jakarta yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas
terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas
jabatan, dan kendaraan dinas operasional.

10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta
melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.

11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Deerah.

12. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kuasa
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

13. Bengkel Umum Bukan Agen Pemegang Merk adalah bengkel
umum yang tidak memiliki hubungan dengan merk penjualan
(dealer) tertentu, yang melayani perawatan kendaraan dan telah
memiliki Sertifikasi Mutu dan Tenaga Teknisi yang kompeten
serta suku cadang yang memadai.

14. Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merk adalah bengkel resmi yang
memiliki hubungan dengan merk penjualan (dealer) yang
melayani perawatan dan dilakukan oleh teknisi berkompeten
dengan peralatan dan suku cadang yang memadai.

15. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui
sistem katalog elektronik atau toko daring.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Setiap Kendaraan Dinas harus diberikan pemeliaaraan/

perawatan sesuai dengan kondisi Kendaraan Dinas berdasarkan
buku petunjuk kendaraan bermotor.



(2) Pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan pada Bengkel Agen Tunggal Pemegang Merk
dan/atau Bengkel Umum Bukan Agen Pemegang Merk yang telah
memiliki sertifikasi mutu dan tenaga teknisi yang kompeten.

(3) Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan pada bengkel umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui E-
purchasing dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(4) Pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa perbaikan mesin dan bodi dilakukan dalam hal tidak
terakomodir dalam pengasuransian barang milik daerah dan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 72012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YA AN YUHANAH
NIP196508241994032003
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